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PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang

Mengingat

'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUSATI HUMBANG HASUNDUTAN,

bahwa air cersih adalah kebutuhan dan hajat hidup manusia dan dimanfaatkan
pada seiiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hidup dan
kehidupannya;

bahwa pelayanan air bersih merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan
urusan Peirerintah dan Pemerintah Daerah yang harus dipertimbangkan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di
atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Air Bersih Kabupaten

Humbang Hasurdutan, yang ditetapkan dengar Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan,;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199¢ tentang Perubahan Atas Undang-
Unaang Nomor 8 Téhun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negare Republik !ndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 380);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kahupaten Pakpak Bharat dan Kabupater Humbang Hasundutan di
Provinsi Suriaiera Uiara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Reput:lik Indonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Uncang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaraar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

lindang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
(Lemvaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah
ierakhir dengan 'Undang-Undang Nomor 12 Tahur 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Nejara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Unaang-lUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerinleh Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incoriesia Momor 4428);

Peraturan Pemerinich Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Veriika! di Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan '.embaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3373):
Peraturan Pzmennfah Nomor 39 Tahun 2001 tentang  Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2001 Nomor 62,
Tambhahen l.embaran Negara Republik \ridonesia Nomor 4095);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 410€);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4490);

Haloman 2 dari 10



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintali Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintaharn Daerah Provinsi dan
Pemerintshan Daerah Kabupaten/Kota (i.2ambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Ncmor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737,

Peraiuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Msriferi Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penatzan Organisasi Perangkat Daerain:

Peraturan Daarah Kabupaten Humbang Hasundutan Momor 2 Tahun 2008
tentang Peretapan Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Fasundutan (Lembaran Daeral
Kabupaten Humbang !{asundutan Tahun 2008 Nomor 2);

Peraiuran Dzerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2008
ientang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbang
Hasunduten (Lembaran Daerah Kabupaten Hurnbang Hasundutan Tahun 2008

Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH KABUPATEN HUMBANG
RASUNDUTAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

4
.

ro

Daerah adalah Kabupaten Humbang Hesundutan.

~emerintah Daerah adalah Bupati der Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pemerintahan Casrah agalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah can tugas nembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-ivasnya dalam Sistem dan Frinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

Wakil Bupati adalain Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

Sekretaris Daerah adalan Sekretaris Daciah Kabupaten Humbang Hasundutan.
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16.

17.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sekretaris Dinas adalah Sekreiaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Perangkat Daeran Kabupater adaiah urisur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten vanq te'diri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daereh, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan ¢an Kelurahan.
Otonomi Daerah adalah hak, wewienang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Daerah Otonem yang selanjuinya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wiiayal: yang berwenarig mengatur dan mengurus urusan permerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai perangkat
daerah yang merupalan unsur pelaksana ctonomi daerah.
Kelompok jabaten fungsioral adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang
memiliki keahlian dan keterampilan tertentu.
Uesentralisasi adalah penyerahan wawenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus uiisan pemerintahan dalem sister Negara Kesatuan Republik
indonesia.
Unit Pelaksana Teknis Air Bersih, selanjutriva disebut UPT Air Bersih adalah Unit Pelaksana Teknis Air
Bersih sebagai Jnsur pelaksana Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang melaksanakan sebagian
tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada bidang pengsiolaan air bersih yang berkedudukan
di Doloksanggul dlengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kepala Unit Pei. ksana Teknis Air Bersih, selanjutnya disebut Kepala UPT Air Bersih adalah Kepala
Unit Peleksana Teknis Air Bersih Kabupaten Humbang Hasundutan.
Eselon adalah tingkat jabatan stiukiuia.

BAB Il

PEMBENTUXAN. KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibeniuk UPT Air Bersih Kabupaten Humbang Hasundutan;

(2) UPT Air Bersih sebagzimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Doloksanggu!;

(3) UPT Air Bersih sebagaimana dimaksud padz ayat (1) dan ayat (2) memiliki wilayah kerja meliputi seluruh

Kecamatan di Kabupaien Humbarg Hasurcz!an;
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BAB Il
TUCAS DAN WEWENANG
Pasal 3

UPT Alr Bersin adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten
Humbang Hasundutan yang bersifat lerris operasional dan teknis penunjang yang meliputi urusan
administrasi, kepegawaien, keuangan, asset, serta pembangunan, pemeiharaan dan pengawasan

pengelolaan air bersih sesuai dengan kewenangannya;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) UPT Air Bersih. terc'ii dari :
2. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Uzaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi UPT dimaksuc pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran

Peraturan Bupati ini

BABV
TUGAS KEPALA UPT | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Eagian Pertama
Tuoas i{epala UPT

Pasal 5

(1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membaniu Kepala Dinas dalam bidang pengeloiaan air bersih yang

meliputi pengembangar sistem penyediaan, perlindungan dan penyelenggaraan air bersih;

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala UPT, sebagai
berikut :

a. Urusan Administrasi :
1) Menyusun rencana program kerja JPT Air Bersih;
2) Membuat dan menata secara iertib arsip pegawai, keuangan dan asset:
3) Membuat dan menyampaikan iaporan hulanan atas pelaksanaan tugas.
4) Menyelenggarakan pemkbinaan administrasi umum di lingkungan UPT
5) Melaksarakan evaluasi secara berkaia terhadap program kerja UPT,
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
7) Melaporkan hasil pelaksanaan lugas kepada Kepala Dinas;
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b.

Urusan Kepe jawaian :

1) Melakukan pembinaan kepeaawaian di lingkungan UPT;

2) Merekomendasikan pengargkaien CPNS menjadi PNS di lingkungan UPT;

3) Merekomendasikan pemberhentian dan pensiun PNS di Lingkurgan UPT;

4) Merekomendesikan calon peserta Dixlat Prajabatan dan Diklat Xepemimpinan di lingkungan UPT;

5) Merekomendasikan permohionan iin belajar atau tugas belajar bagi PNS di lingrungan UPT;

6) Merekomendasikan penerbiian cuti bagi FNS di lingkungan UPT;

7) Membuat laporan keadaan Pegawai UPT;

8) Merekomendasikan kenaikan pangkat Anumerta kepada PNS pada UPT dalam melaksanakan
tugas Kedinasannya,

9) Menyampaikan usul kenaikan pangka' pegawai UPT sesuai ketentuan yang berlaku;

10) Membuat DP3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
selaku Atasan Pejabat Penilai;

11) Menandatangani DP3 pegawai/stai Subbag Tata Usaha UPT selaku Atasan Pejabat Penilai;

12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait.

Urusan Keuangan :
1) Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran UPT;
2) Mengelcla dan mempertanugungjawabkan pengelolaan anggaran keuangan UPT;

3) Mengelola PAD dari sektor air bersih.

Urusan Asset :

1) Mendata/menginventarisasi, memelihara serta mengawasi kondisi dan pemanfaatan sarana dan
prasarana bak barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di lingkungan wilayah
kerja UPT;

2) Melaporkan secara berkala kondisi barang inventaris UPT:

3) Mengusulkan kepada Kepala Dinas pengadaan barang - barang Inventaris kebutuhan UPT:;

4) Melaksanatan pemeliharaan barang inventaris yang ada di kantor UPT.

Pengembangcan, Sistem Penyeaiaan, Perlindungan dan Penyelenggaraan Air Bersih

1) Menyediak n air bersih untuk merenuh: kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang
sehat, bersth dan produkiif;

2) Mengusulkan rencana pembangunan, perluasan, pengelolaan, pemeliharaan, rahabilitasi,
pemantauan dan evaluasi fisik (teknis) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran
serta masyarakat, dan hukum) penyediaan air bersih kepada masyarakat menuju keadaan yang
lebih baik;

3) Melaksanakar langkah - langkah pengembangan penyediaan air bersih yang diselenggarakan
dengan perigembangan prasaiana dan sarana air bersih;
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4)

8)

9)

Melaksanakan sistem penyediaan ir bersih melalui sistem jaringan perpipaan ( meliputi air baku,
produksi, distribusi, pelayanzn dan pengelolaan) dan/atau bahan jaringan perpipaan (meliputi
sumur dergkal, sumur pompa air, bak penampungan air hujar, terminal air, mobil tangki, instalasi
air kemasan atau hangunan periingungan mata air);

Mengusulkan pembangunar sarana dan prasarana air baku yang meliputi pengambilan/
penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/ atau
bangurian ;arana pembawa ar; bersih serta perlengkapannya:

Menjaga keperluan konservasi dari pencegahan kerusakan lingkungan atas penggunaan air baku
khususnya dari air tanah dan mata air;

Melakukain pembuangan air limbah dar persampahan yang dihasilkan dari proses pengelolaan air
bersih;

Meiakukan pengolatian air aku menjadi air bersih melalui proses fisik, kimiawi dan /atau biologi
serta memelihara banguran pengolahan dan perlengkapanrya, perangkat operasional, alat
pengukuran dan peralatan pernantauan bangunan penunjang air bersih, serta jaringan distribusi;

Melakukan upaya untuk meningkatkan kuantitas, kualitas air dan kortiniutas air bersih:

10) Melakukan pelayanan sambungai ruman, hidran umum dan hidran kebakaran:

11) Melakukan pengelolaan teknis (kegiaian operasional, pemeliharaan dan pemantauan air baku,

produksi dan distribusi) can pengelolaan non teknis (adrinistrasi dan nelayanan) berkaitan
dengan air bersih.

(3) Kepala UPT berkedudukan di bawat: dar hertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usah:

Pasal 6

Kepala Subbagia~ Taia Usaha mempuryai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan

tugas pelayanan administrasi umum, ksuangan, asset di lingkungan UPT:
J gKung

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Tata

Usaha, sebagai herikut :

a.

b.

Menyusun program dan rencana kerja subbagian tata usaha;

Melaksanakan urusan adminisirasi sural menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan

perlengkapan. keuangan, asset dan kepegawaian UPT;

Menyusun rencana kebutuhan periengkapan dan kebutuhan UPT:

Melakukan urusan pemeliharaan, pangamanan serta pengaturan penggunaan barang inventaris
UPT;

Menyusun rencana anggaran dan vertenggungjawaban keuangan UPT;

Memberikan petunjuk kepada bawahan

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan
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h. Membuat DP-3 P2gawai sesuai dengan kewenangannya;

I Mempersiapkan iaporan dinas.

i.  Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai;

k. Menyelenggarakan adrinistrasi kewajiban rajak pegawai di lingkuncan UPT,;

| Mengusulkan pejahat bendaharawen UPT;

m. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan fasilitas rapat dinas dan Lpacara;

n. Menyelenggarakan administrasi perjalanarn diras dan pengawasanny3,

0. Menghimpun c¢an menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut hidang Administrasi,
asset, keuangan, kepegawaian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas
UPT;

p. Melaksanakan urusan penerimaar tamu Gan keprotokoleran.

9. Melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT,

r. Melaksanakan tugas lain yang dicerikan oleh Kepala UPT.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bayian Ketiga
Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas fungsional pada UPT
sesuai keahlian dan xebutuhan;

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), uraian tugas kelompok jabatan
fungsional sebagai berikut :

a. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas masing- Inasing kepada Kepala UPT;,

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

Kelompok jabatan tungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsicnal yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturar perundang-undargan:

Kelompok jabatan fungsional dikoorainir oleh seorang tenaga fungsional senior yang penunjukannya
sesuai dengan peraturan perundang-indangan;

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan herdasarkan kebutuhan dan beban kerj4;

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dzn bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
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(1)

(7

(1)

BAB VI
ESELON
Pasal 8

Kepala UPT adalah Jabatan Struktural eselon IV a:

\2) Kepala Sub Bagian Tate Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon 1V b:

BAR VII
TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanaxan tugas, Kepala UFT, Kepala Sub Bagian Tata IJsaha dan Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapian orinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan
UPT serta dengan Eatuan Kerja Perangkat Daerzh terkait sesuai dengan tugas masing-masing;
Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tala Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional  wajib
mengawasi bawahan'anggota masing-rnasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkakh-

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

}) Kepala UPT, Kepaia Sub Bagian Taiz Usana dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

bertanggung,awab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan/anggota masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas hawahan/ anggotanya;

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tate Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional waijib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkar
laporan berkala tepat pada waktunya;

Sefiap laporan yang diterima cleh Pimpinan/Knordinator dari bawahan/anggota wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan/anqygota;

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lein yang secara fungsional n'empunyai hubungan kerja:

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangke memberikan bimbingar: kepada bawahan/anggota masing-
masing, Kepala UPT, Kepala Sub Bagiar. Taia Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional,
wajib mengadakan rapat herkala. '

Pasal 10

Kepala UPT bertangguingjawab memirnpin, mengkoordinasikan dan meraberikan bimbingan serta petunjuk

teknis bagi pelaksanaan iugas bawahannya.



BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT setiap tahunnya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaien Humbang Hasundutan dan sumber-sumber dana lainnya yang

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanyan yang berlaku.

EAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
(1) Dengan berlakuny: Peraturan Bupaii ini. maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Bupati ini dinyatakan tidak berlaku;
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan

lebih lanjut dengan Keputusan Bucati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merngeiahuinya, memerintahkan pengund2ngan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
padatanggal 13 April 2009

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
Dto
Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Dolcksanagul
pada langgal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

\/\_/—J“W"/-'-AM/

MARTUAMAN S. SILALAHI, SH
NIP. 010 184 921

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2009 NOMOR 5
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS AIR BERSIH

LAMPIRAN ~ PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR  : 5 TAHUN 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN  UNIT  PELAKSANA  TEKNIS
AR BERSIH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

| KEPALA
| o

l

“FLOMPOK
JABATAN FUNGSICNAL

i

( SUB BAGIAN TATA USAHA }
L

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

-



